PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr Wb

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,
yang mana atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga
Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat

diselesaikan dengan baik dan lancar.

Dokumen ini disusun untuk memenuhi surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022

tanggal 14 Desember 2022. Reviu IKU ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang penetapan IKU
pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, serta rapat tim Penyusun IKU Pengadilan Agama Surakarta

tanggal 8 Nopember 2022.

Dokumen disajikan secara lengkap dan objektif namun tidak mustahil
kenyataan bahwa disana sini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami senantiasa
mengharapkan koreksi serta saran dari semua pihak demi untuk meningkatkan

kinerja dan kesempurnaan IKU ditahun yang akan datang.

Wassalamu’alaikum Wr Whb.

1



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR oottt ssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssassssessssssssasssssas
DAFTAR IST ettt sssessssss s sss s sesss s s s s s sass s sesssssssssesssss
BAB 1 PENDAHULUAN ...ttt sesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssaseees
A, Latar BelaKang.....essesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssas
B. Maksud dan TUJUAN......eeessesseessesssssssssssssssssssessssssssssesssanes
BAB 11 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)...cscceueerreremeensseessssessaneees
A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama ...
B. Reviu Indikator Kinerja Utama ...
BAB III PENUTUP ..crerrrersnssrssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssesssssns
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. SK TIM Reviu IKU Tahun 2022
2. Undangan, Daftar Hadir, Foto dan Notulen Rapat

3. SK Penetapan IKU Tahun 2022

IN



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi,
dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di
lingkungannya masing-masing. Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang penetapan IKU pada Pengadilan
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia, serta rapat tim Penyusun IKU Pengadilan Agama Surakarta tanggal 8
Nopember 2022.

Oleh karena itu sebagai bagian dari Instansi Pemerintah serta institusi
yang memegang tanggung jawab dibidang penegakan hukum, Pengadilan Agama
Surakarta Kelas 1A dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu menetapkan
arah kebijakan yang tepat. Karenanya itu tugas pokok Pengadilan Agama secara
umum pasca revisi UU no. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan
terakhir UU No. 50 Tahun 2009 adalah menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tertentu tingkat pertama antar masyarakat yang

beragama Islam.
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Sebagai konsekuensi dari perkembangan Kkesadaran masyarakat
terhadap upaya penegakan supremasi hukum adalah realisasi secara menyeluruh
terhadap eksistensi penegak hukum untuk lebih memberikan jaminan kepastian
hukum, keadilan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu
perlu dilakukan langkah dalam upaya mewujudkan sebuah lembaga peradilan
yang mandiri, independen (tidak berada di bawah pengaruh politik) dan bebas
dari tekanan pihak manapun yang kemudian dibarengi dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi lembaga peradilan secara profesional dan bertanggung jawab,
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta makelar kasus dengan tetap

menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan
sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik.
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BABII

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan  Indikator = Kinerja  Utama  (IKU) dilakukan oleh
setiap instansi Pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal
Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu
diperlukan  koordinasi yang baik di dalam  tubuh instansi tersebut
sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan
penerapannya dilakukan secara terintegrasi di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator  Kinerja Utama instansi pemerintah  harus selaras
antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit
organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes)
dengan tatanan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen
/ LPND / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota,
sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan
kewenangan, tugas dan fungsi.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon [ adalah
indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi

dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja utama (IKU)
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pada unit kerja setingkat Eselon II / Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri

sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga
tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh
keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama
pada level lembaga (yang memiliki wunit kerja di bawahnya) harus
pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada
indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact). Untuk tingkat unit
kerja/satuan Kkerja, indicator kinerja yang digunakan harus lebih rinci
dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan
keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat
instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu
organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain
sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.
Sesuai Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2876/SEK/0T.01.1/12/2022
tanggal 14 Desember 2022, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP dimana
Indikator yang digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen SAKIP telah
direviu dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A nomor

W11-A31/3828/0T.01/X1/2022 tanggal 08 Nopember 2022.
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A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Surakarta
Kelas 1A
Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka
pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Agama
Surakarta Kelas 1A adalah sebagai berikut:
1. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam
BluePrint 2010-2035 (jilid II);
2. Dokumen IKU Mahkamah Agung RI Tahun 2022
3. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Agama yang dirangkum
dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan Agama;
4. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
2020-2024;
5. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan
Agama Surakarta yang diamanatkan oleh undang-undang;
6. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu

sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) bagi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, telah dilibatkan
berbagai pendapat, saran atau wusulan dari pemegang Kkepentingan
(stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung.Selain
itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk
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memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran
kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik
dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:
1. Spesifik (jelas secara definitif)
2. Measureable (Dapat dicapai/terukur)
3. Agreeable (Disepakati bersama)
4. Realistik (Sesuai kenyataan)
5. Time-Bounded (Ada batas waktu)
6. Countinously Improved (berkembang terus)

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam
kepentingan, antara lain:
1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan-kegiatan;

Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A telah menunjuk TIM Reviu
IKU sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
Nomor W11-A31/2462/0T.01/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022. TIM ini
bertugas mereviu IKU tahun 2020 sebagai dasar perumusan Rencana Kerja

Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
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Pemerintah.

Adapun IKU Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah sebagai

berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a.

b.

Presentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Index Kepuasan Pencari Keadilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a.

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat

Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)
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d. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)



MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

PENANG
KINERJA UTAMA DIDIKQTOR PENJELASAN GUNG SNIEER
KINERJA JAWAB DATA
1. | Terwujudnya Persentase
Proses Peradilan | Perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu % 100%
yang Pasti, diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan
Transparan, dan | Tepat Waktu
Akuntabel catarant
e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Laporan
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera Bulanan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
; : . . dan
e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP Laporan
e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Tahunan
yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa
tahun sebelumnya yang diputus pada tahun berjalan) berjalan
sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan Tk Pertama
paling lambat 5 (lima) bulan
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan
Persentase
Perkara yang Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya
Tidak Hukum Banding x100%
Mengajukan Jumlah Perkara yang diselesaikan
Upaya Hukum
Banding




Catatan: Panitera Laporan
e Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Bulanan
adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan
upaya hukum banding dan
o ]umlah ;.)erkar_a yang diselesailfan adalah perkara yang diputus Laporan
dan diminutasi pada tahun berjalan b
Persentase Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Bulanan
Tidak Hukum Kasasi x100%
: i i dan
[l\fenga]}lllkﬁn Jumlah Perkara yang diselesaikan Panitera
paya Hukum
Kasasi Catatan : '%“:111)3:1?;1
e Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun
berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan yatu perkara voluntair
Index persepsi
pencari keadilan Index Kepuasan Pencari Keadilan
yang puas
terhadap Laporan
layanan C . Bulanan
peradilan atatan : Panitera | g .
e PERMENPAN nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman emesteran
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara dan
Tahunan

Pelayanan Publik
e Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM
index harus = 80




Peningkatan

Persentase

Efektivitas salinan putusan . . .
Pengelolaan yang Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat
Penyelesaian disampaikan waktu x100%
Perkara ke para pihak Jumlah Putusan
tepat waktu Laporan
Catatan : T
e SEMA nomor 1 tahun 2011 Tentang penyampaian Salinan dan | Panitera
Petikan Putusan dan
e Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah
penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai ketentuan Laporan
yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan Tahunan
salinan  putusan untuk perkara pidana pengadilan
menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama
14 (empat belas) hari
e Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan
Persentase
Perkara yang
M lees i Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui
Melalui Mediasi Mediasi x100% .
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Panitera ’%a}?oran
ahunan

Catatan:

e PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan

e Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah
jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil
dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian

e Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata




gugatan yang masuk pada tahun berjalan

e Apakah perlu disebutkan juga dengan kriteria mediasi yang

seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup
mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan
berhasil seluruhnya

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase
Perkara Prodeo

yang
Diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Jumlah Perkara yang diajukan secara
Prodeo

x100%

Catatan :
e PERMA nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

e Definisi prodeo sesuai di PERMA nomor 1 Tahun 2014 tentang

pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara

e Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara

prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA
maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk
prodeo murni

e Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo

pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya
pengadilan

Panitera

Laporan
Bulanan

dan

Laporan
Tahunan

Persentase
Pencari Keadilan
Golongan
Tertentu yang

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum x100%

Jumlah Permohonan layanan hukum




Mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Catatan :

PERMA no.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang
yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki
akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan
layanan hukum

Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan /
pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan
hukum yang terdaftar pada register Posbakum)

Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak
mampu membuat surat gugatan / tidak mampu membayar jasa
pengacara

Bagia satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu
mencantumkan dalam IKU nya pengadilan

Panitera

Laporan
Bulanan

dan

Laporan
Tahunan




BAB III

PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga
tidak hanya ditentukan oleh satu instansi / unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh
keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada
level lembaga (yang memiliki unit kerja dibawahnya) harus pada tingkat indikator
hasil(outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat dan
dampak.

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk
pengukuran Kkinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi Kkriteria antara lain:
Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi
dan diukur. Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A telah
menetapkan Indikator Kinerja Utamanya yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Surakarta Nomor W11-A31/3828/0T.01/X1/2022 tanggal 08
Nopember 2022, sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2022.



LAMPIRAN

1. SK TIM Reviu IKU Tahun 2022
2. Undangan, Daftar Hadir, Foto dan Notulen Rapat

3. SK Penetapan IKU Tahun 2022






